
 

 

 
 
 

BERITA DAERAH 
KOTA TANGERANG SELATAN 

No. 61, 2020 PEMERINTAH        KOTA            TANGERANG         

SELATAN.  

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. 

PROVINSI BANTEN 

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN 
NOMOR 61 TAHUN 2020  

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA TANGERANG SELATAN, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan 

Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2020 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan 

Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2020; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

SALINAN 
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PARAF HIERARKI  PARAF HIERARKI 

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM :   WAKIL WALIKOTA :  

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA :   SEKRETARIS DAERAH :  

       

PARAF KOORDINASI     

KEPALA DPPKAD       

 

 

  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

  6. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi 

Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia          

Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4935); 

  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049); 

  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti             

Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)  

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020  

tentang  Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014  tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 

Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6547); 
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  10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan 

Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka 

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6516); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 

Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 

tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia 

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4614); 
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  14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5533); 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang tentang Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402);  

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6057); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 

tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 6173); 
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  20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 

tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 

tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam 

Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara 

Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, Pegawai NonPegawai Negeri 

Sipil, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan       

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6515); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 

tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan 

Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit 

Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, Pegawai NonPegawai 

Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 189,   Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6545); 

24. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Postur dan Rincian Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 

2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 94) sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan  Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 

54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan 

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 155); 
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25. Peraturan Menteri Dalam Negeri                       

Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan 

Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018      Nomor 1213); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri                       

Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 di 

Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020   Nomor 249); 

27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke 

Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 

Dalam Rangka Penanganan Pandemik Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi 

Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian 

Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 377); 

28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

20/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Kurang Bayar 

Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2020 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 258); 

29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 24 Tahun 2020 tentang Petunjuk teknis 

Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan 

Operasional Sekolah Kinerja (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 640); 

30. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan       

Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 

2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Tangerang Selatan Nomor 0710) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang 

Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan 

Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 

2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Tangerang Selatan Nomor 77); 
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31. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan                  

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 12, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang 

Selatan Nomor 1211); 

32. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan               

Nomor 1 Tahun 2014 tentang  Penyertaan Modal 

Daerah Pada Perseroan Terbatas Pembangunan 

Investasi Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota 

Tangerang Selatan Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan           

Nomor 48); 

33. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan                  

Nomor 9 Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan                  

Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Tangerang Selatan Nomor 56); 

34. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan                  

Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan 

Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Tangerang Selatan Nomor 69); 

35. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan                  

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 

72); 

36. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan                    

Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Tangerang Selatan Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan          

Nomor 75); 
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37. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan       

Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2020 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan 

Tahun 2019 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Tangerang Selatan Nomor 111); 

38. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan       

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2020 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan       

Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Tangerang Selatan Nomor 117); 

39. Peraturan Walikota Tangerang Selatan                  

Nomor 25 Tahun 2016 tentang Penggunaan Surplus 

pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tangerang 

Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan 

Tahun 2016 Nomor 25); 

40. Peraturan Walikota Tangerang Selatan             

Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2020 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan                

Tahun 2019 Nomor 60) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota               

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2019 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita 

Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 

17); 

MEMUTUSKAN:  

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020. 
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Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 

3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan  dengan 

Peraturan Daerah. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN 

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan 

dengan undang-undang. 

7. Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Pendapatan adalah semua 

hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam 

periode tahun anggaran yang bersangkutan. 

8. Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Belanja adalah semua kewajiban 

Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode 

tahun anggaran yang bersangkutan. 

9. Defisit Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Defisit adalah selisih 

kurang antara Pendapatan dan Belanja. 

10. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan dareah 

dan belanja daerah. 

11. Pembiayaan Daerah yang selanjutnya disebut Pembiayaan adalah setiap 

penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan 

diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun 

pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

12. Penerimaan Daerah yang selanjutnya disebut Penerimaan adalah uang yang 

masuk ke kas Daerah. 

13. Pengeluaran Daerah yang selanjutnya disebut Pengeluaran adalah uang 

yang keluar dari kas Daerah. 

14. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah 

selisih lebih realisasi Penerimaan dan Pengeluaran anggaran selama satu 

periode anggaran. 

15. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk 

mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi 

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 

tentang Dana Perimbangan. 
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16. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib 

kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

17. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan 

Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau Badan. 

18. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang 

bersumber dari pendapatan tertentuAnggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasilberdasarkan angka 

persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan 

keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 

19. Dana Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya disebut DBH Pajak adalah bagian 

daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan 

Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan Pajak Penghasilan 

Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 

Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. 

20. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang 

bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 

dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar 

daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan 

Desentralisasi. 

21. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang 

bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 

dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu 

mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah. 

22. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk 

upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber 

daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan 

misi Perangkat Daerah. 

23. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau 

lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian 

sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan 

pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), 

barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari 

beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan 

(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 

24. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan 

dasar warga negara. 

25. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya 

disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan 

pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar 

pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran. 
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Pasal 2 

APBD Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp4.066.287.032.149,20  

berkurang sejumlah (Rp639.496.630.112,85) sehingga Perubahan APBD                

Tahun Anggaran 2020 menjadi Rp3.426.790.402.036,35 dengan rincian sebagai 

berikut: 

a. Pendapatan 

1. Semula  Rp3.674.010.230.412,00 

2. Berkurang   Rp(496.570.099.480,00) -  

 Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp3.177.440.130.932,00 

b. Belanja  

1. Semula Rp4.066.287.032.149,20  

2. Berkurang   Rp(639.496.630.112,85)-  

 Jumlah Belanja setelah perubahan Rp3.426.790.402.036,35 

c. Pembiayaan Daerah  

1. Penerimaan  

a) Semula Rp413.616.801.737,20  

b) Berkurang Rp(164.266.530.632,85) -  

 Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp249.350.271.104,35   

2. Pengeluaran   

a) Semula Rp21.340.000.000,00  

b) Berkurang Rp(21.340.000.000,00) -  

 Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp0,00 

 Jumlah Pembiayaan Netto setelah   

perubahan 

Rp249.350.271.104,35 

 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 

Berkenaan (SILPA) 

Rp0,00 
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PARAF HIERARKI  PARAF HIERARKI 

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM :   WAKIL WALIKOTA :  

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA :   SEKRETARIS DAERAH :  

       

PARAF KOORDINASI     

KEPALA DPPKAD       

 

 

 

Pasal 3 

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Walikota ini. 

Pasal 4 

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih 

lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Walikota ini. 

Pasal 5 

Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang dirinci 

lebih lanjut dalam Lampiran III.a dan daftar nama penerima, alamat dan 

besaran alokasi hibah berupa barang dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III.b 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.  

 

Pasal 6 

Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang 

dirinci lebih lanjut dalam Lampiran IV.a dan daftar nama penerima, alamat dan 

besaran alokasi bantuan sosial berupa barang dirinci lebih lanjut dalam 

Lampiran IV.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Walikota ini. 

Pasal 7 

Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan keuangan dirinci 

lebih lanjut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Walikota ini. 

Pasal 8 

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan 

Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam DPPA-Perangkat Daerah dan                  

DPPA-PPKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 




